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Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from
conventional financial institutions because conventional financial institutions
dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional
banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use.
So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill
some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example,
when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that
comes from income from current account services or interest from conventional
banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City
accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the
precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes.
This type of research uses field research, using primary and secondary data sources.
Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this
research are the factors of using conventional banks and receiving funds from
conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be
used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and
Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There
are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account
the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be
detrimental.
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Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga
keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi
seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan
bank konevnsional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi
larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat
dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan
bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank
konvensioanal maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa
giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam
adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang
bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan
menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor
penggunaan bank konevnsional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional
didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisi Hukum Islam dan Hukum
Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya
aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan
kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih
dianggap terdapat mudharat nya.

Kata Kunci: Dana Non Halal, Baznas Kota Bandung, Hukum Positif.
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A. Pendahuluan

Penghimpunan zakat di Indonesia terbilang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk
Indonesia adalah muslim. Pemerintah juga memberikan dukungan dan kepeduliaan mengenai
pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Pada Tahun 2011, Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) mengesahkan PSAK No. 109 tentang
akuntansi zakat yang mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Sehingga
penyaluran zakat harus mengacu pada UU no 23 Tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan
wajib berdasarkan PSAK No 109 . Dengan adanya dana non halal dalam PSAK no 109 ini
menimbulkan perdebatan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah yang
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam PSAK No. 109 yakni hanya memberikan kebijakan
pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah serta
penyaluranan dana non halal .

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan organisasi pengelola
zakat yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat
nasional. Dalam hal pengelolaan zakat badan amil kota Bandung berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat), sehingga
saat menjalankan tugasnya badan amil menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, serta pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat .

BAZNAS Kota Bandung sebagai organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab
besar terhadap dana yang dikelolanya, untuk itu dibutuhkan penyusunan laporan keuangan yang
kredibel dan akuntabel agar publik memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat yang
dikelolanya. Badan amil zakat Nasional BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan
keuangan harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi
Zakat, Infag, dan Sedekah (ZIS) yang disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif
pada tanggal 1 Januari 2012.

PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi Zakat, Infag, dan Sedekah (ZIS). Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 yaitu
mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan keberadaan dana non
halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan,
dan jumlahnya. Berikut pernyataan PSAK 109 mengenai dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai
dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari
bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi
darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip
dilarang,

2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat,
infag/sedekah, dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai prinsip syariah.

3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan
mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
Menjalankan tugasnsya Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Kota Bandung tidak

terlepas dari lembaga keuangan konvensional dikarenakan lembaga keuangan konvensional
masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi disetiap negara. Dari transaksi tersebut
menghasilkan bunga bank yang harus diakui sebagai dana non halal. Seperti yang kita ketahui
bahwa bunga bertentangan dengan ekonomi Islam karena secara prinsip dilarang . Penerimaan
dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Amil terpaksa menerima dana non
halal, untuk itu Badan Amil Zakat BAZNAS Kota Bandung harus mengungkapkan keberadaan
dana non halal pada laporan keuangannya dan menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq,
dan sedekah sesuai ketentuan PSAK 109 serta hanya disalurkan untuk kepentingan sosial.

Adanya dana non halal di entitas syariah menimbulkan perdebatan antara beberapa
ulama dan praktisi ekonomi syariah mengenai dana non halal yang mengandung unsur riba yang
bersumber dari pendapatan bunga bank. Adanya persoalan tersebut, maka mayoritas ulama
berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat disalurkan untuk fasilitas umum seperti
pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al-Qurrah Dagi
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berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-
khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat
konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, bahwa penyaluran dana non halal harus sesuai dengan
syariah, menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Meskipun PSAK 109 telah
mewajibkan adanya pengungkapan dana non halal, namun dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai dana non halal pada Organisasi Pengelola Zakat masih banyak Organsiasi Pengelola
zakat yang belum mengungkapkan dana non halal sesuai dengan PSAK 109, seperti penelitian
yang dilakukan oleh Hisamuddin & Sholikha (2014) tentang persepsi, penyajian, dan
pengungkapan dana non halal pada BAZNAS hasilnya pengungkapan dana non halal pada
BAZNAS Kota Bandung belum sesuai dengan standar PSAK 109, namun dalam hal
pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan
keuangan.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena
prosedur akuntansinya sudah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
109 dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelolaan
Zakat (OPZ).

Pernyataan Standar Akuntani Keuangan (PSAK) 109, dana non halal hanya
diungkapkan secara umum saja dan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk
mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal. Berdasarkan prinsip syariah Islam
hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Jika penelitian
terdahulu lebih difokuskan kepada masalah tentang perlakuan akuntansi dana non halal disetiap
entitas, maka pada penelitian ini lebih membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana
non halal pada laporan keuangan badan amil zakat.

Pemisahan dana non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan
untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang
paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak,dan shodagoh dan harus segera
dikeluarkan Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya. Berdasarkan dari
latar belakang masalah diatas, maka peneliti terdorong untuk memilih judul penelitian yaitu
“Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih
Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat dalam permasalahan ini,
perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana pengelolaan dana zakat
non halal di Baznas Kota Bandung, berdasarkan perspektif muamalah? dan Bagaimana
pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini
diuraikan dalam pokok-pokok shb.

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung
berdasarkan perspektif fikih muamalah.

2. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dan
dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis interaktif, teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat
komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
simpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
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Pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan perspektif fikih
muamalah.

Para ulama berpendapat bahwasannya dana halal yang bercampur dengan dana non halal
hukumnya adalah haram, sebagaimana dalil-dalil berikut ini:

a. Hadist Rasulullah SAW

o ((d}mg“ju;m\‘;mm\d,u)uw duuy;m\w))wwuw\mm@\
uﬂ\w\MuW\su\stwU\w:’)ﬁSMuy suMJ}A\LAg_\u) ‘u—‘-’e\‘)&“u‘juﬂd)d‘

el dﬁ RERIEEY &% & i 5} sl U5 2 5 o158 bﬂ‘ < @) gl b ady hag eune 3

&M\Mumb\j ‘&M|@muﬂmh\mw\@u\j‘i\ ‘MJIAAA,U\GAAU‘}Y\ BN
(.\L»ALAS\JAJ c(.\Lu‘ng‘)\;ﬂ\a\‘g‘))) &.\lﬂ]\@j‘}”
Diriwayatkan dari Abdullah bin Nu’man bin Basyir r.a, ia berkata, “Sesunggguhnya yang halal
itu jelas, dan yang haram jelas. Dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (samar-
samar), yang tidak diketahui orang banyak. Maka siapa yang menjauhi syubhat berarti dia
telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam
perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana
penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang terlarang
dimasuki, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki
larangan dan larangan Allah adalah yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada
segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia buruk, maka buruklah
seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

Hadits di atas, memaparkan bahwasannya melakukan hal syubhat termasuk bentuk
perbuatan maksiat. Maka menjauhi hal syubhat itu lebih baik dan menutup peluang maksiat.

Dana non halal berasal dari pendapatan usaha yang tidak halal dan bertentangan dengan
prinsip syariah, namun demikian dana non halal yang diterima Baznas Kota Bandung bukanlah
dana yang secara islam mutlak dikategorikan haram tetapi didasarkan dengan sudut pandang
islam bahwasannya hal ini dapat dikategorikan masuk ke ranah subhat. Sehingga dana non halal
memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Harta yang haram disebabkan zatnya yang najis (haram lidzatihi), seperti daging babi
dan minuman yang memabukkan.

2. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru’),
usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga, perjudian, suap,dll.

Kedua penjelasan tersebut hukumnya haram atau diharamkan, yang pertama karena
zatnya dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Namun demikian, pada
Kantor Baznas Kota Bandung, pendapatan yang diterima bukanlah harta yang haram karena
zatnya tetapi karena bersumber dari dana yang tidak halal.

b. Kaidah Figih

JS 58 i s Aple Y () 58
“Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan”

Mayoritas ulama berpendapat, yang menjadi standar jika dana halal bercampur dengan
dana haram, maka pilihlah dana yang lebih dominan karena mayoritas adalah hukum
keseluruhan.

Pendapat beberapa ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama
diantaranya:

a. Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut
boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

b. An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal
yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa
dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi
meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah SWT.”

Pada Kantor Baznas Kota Bandung dana non halal yang didapatkan tersebut berasal dari
donatur yang melakukan transaksi melalui bank konvensional, yang mana pada transaksi
tersebut menghasilkan bunga dan bunga yang dihasilkan oleh donatur di salurkan atau
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disedekahkan kepada Baznas Kota Bandung.

Bunga bank menjadi suatu permasalahan yang masih diperdebatkan bahwasannya
apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI 16 Desember 2023
menyatakan dengan tegas melarang adanya praktek riba. Melalui fatwanya Majelis Ulama
Indonesia (MUI) menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan
lembaga keuangan lainnya maupun indinvidu yang dengan sengaja melakukan praktek bunga
maka hal tersebut haram.

Sistem bunga dalam bank mengharamkan mereka yang mendepositokan uang untuk
jangka waktu tertentu mendapat pengembalian uang untuk jangka waktu tertentu dan mendapat
pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah
ditentukan pada saat penitipan uang pertama kali. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam
uang dari bank dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan uang bank yang dipinjam.
Selain itu, ia juga harus menerima tambahan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati
pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan inilah yang disebut bunga bank.

Berdasarkan penelitian penulis bahwasannya pada Kantor Baznas Kota Bandung
menerima dana selain dari zakat, infaq, shadaqoh, dan wagaf yaitu menerima juga dana non
halal, dana yang berasal dari bunga bank konvensional. Baznas Kota Bandung dalam
penerimaan dana non halal yaitu untuk membantu muzakki mensucikan hartanya dari harta yang
tidak halal serta penerimaan dana non halal yang terjadi pada Kantor Baznas Kota Bandung
tidak dapat dihindari lembaga amil zakat.

Penelitian penulis terkait dengan bagaimana alur penerimaan dana non halal yang
dilakukan oleh amil dan muzakki yaitu dengan menggunakan cara sebagai berikut: yang
pertama, dana yang akan diberikan kepada amil bisa diantarkan langsung ke alamat lembaga
serta bisa juga dengan ditransfer melalui bank, namun yang membedakan yaitu bank yang
digunakan tidak boleh berasal dari bank konvensional, sejauh ini Bank yang digunakan untuk
bertransaksi yaitu melalui Bank Muamalat, Bank BNI Syariah atau Bank lain yang berlandaskan
prinsip syariah. Hal ini dikarenakan Baznas Kota Bandung dengan tegas tidak melakukan
bentuk kerjasama dengan Bank Konvensional manapun dalam penerimaan dana zakat dari
muzakki.

BAZNAS Kota Bandung menyajikan informasi dana non halal pada laporan keuangan
secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam PSAK 109 paragraf ketiga
menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika
ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan
jumlahnya. Sumber dana non halal yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank
dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali
ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.

Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang
diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan
melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan
transaksi. Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah
semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain
penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non
halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh
entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana
non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil, yang berarti aset
non halal yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu
menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan
untuk proyek sosial seperti pembanguanan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial
lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara
terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang
bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir
yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah.

Sumber dana non halal BAZNAS Kota Bandung sendiri sudah sesuai dengan kriteria
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dana non halal yakni bersumber dari penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. Bunga
bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening
bank konvensioanl maka secara otomatis akan muncul dana non halal.

ED PSAK nomor 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan zakat, dana infak/sedekah,
dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca keuangan (laporan posisi keuangan).
Akan tetapi sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung belum
sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan penerimaan dana non halal yang
bersumber dari bunga bank milik donatur sendiri belum dihindari oleh BAZNAS Kota Bandung,
yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria dana non halal yang ada di PSAK 109.

BAZNAS Kota Bandung seharusnya hanya menerima penerimaan bunga dari para
muzakki saja, sedangkan penerimaan bunga (dana non halal) dari donatur seharusnya tidak
boleh diterima untuk alasan apapun.

Pengelolaan dana zakat non halal di Baznas Kota Bandung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat

Dana non halal adalah dana yang berasal dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah, yaitu bersumber dari denda atau bunga bank. Bunga Bank adalah masalah yang
masih diperdebatkan apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Banyak pendapat dan
tanggapan dari para ulama dan ahli figih ataupun kontemporer tentang bunga bank dan riba.
Tetapi dalam Al-Qur’an dan Hadist sudah dijelaskan bahwasannya riba adalah haram.

Baznas Kota Bandung telah menerima dana non halal sejak tahun 2017. Dimana sumber
dananya berasal dari bunga bank. Yang mana masih terdapat banyak kontroversi apakah dana
yang berasal dari bunga bank tersebut adalah haram ataupun halal. Sehingga masuk ke ranah
subhat. Tetapi dalam Al Quran dan Hadist sudah dijelaskan bahwa riba adalah haram. Namun,
Islam memang agama yang sempurna dan Universal, meskipun riba dilarang tetapi dalam
kondisi darurat memungut hasil riba itu masih diperbolehkan.

Diskusi intensif lkatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 september 2008
menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal
diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal
menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan
misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shadagah.
Serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (buka dana non halal dalam arti haram dan
tidak bisa digunakan).

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas
keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik
yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu
yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah
pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sehingga dapat
disimpulkan asal muasal dana non halal adalah pendapatan non halal yang diterima bank syariah
berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan menggunakan dana non halal untuk
kepentingan umat. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasioanl (DSN) MUI
di Ancol, Jakarta pada Kamis Tanggal 8 November 2018 yang dipimpin oleh ketua MUI yaitu
Ma’aruf Amin. Dana non halal wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan
kepentingan umum dengan prinsip syariah

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat
adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang
menyatakan bahwa : pasal 16 Pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan mustahik sesuai
dengan ketentuan agama. Kedua, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala
prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ketiga, persyaratan dan
prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan keputusan mentri. Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 38 pasal 16
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ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar—benar teliti dalam menentukan kepada
siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan
kepada mustahik zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam
pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat
sasaran, tepat guna dan daya. Maka dalam hal ini, dana non halal yang diterima pada Baznas
Kota Bandung harus diterapkan prinsip kehati hatian, seperti dana non halal ini harus di salurkan
untuk kebajikan/kepentingan umum.

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi
kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan
mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Asset non halal bisa
disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada
masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah,
pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak
diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.
Firman Allah SWT QS, Al-Bagarah : 177 yakni:

«_uﬁ\_,AS\_\H\j‘)AY\ }J\ja&hw\w‘)ﬂ\ }uﬂ\jd)@\dﬂg);}\jyu\‘)ﬂ\u‘d
<5"_5 ULA‘ REEREL R B3 Gl Jald) Gl u—\s-M“) il s o s 55 aa e Ja g_r"} u—‘-‘-‘j‘}
?Ad.d,\} \}sqmuml\d.d)\ & &}&\M\}&MU\@&MU 1 3% \q\?ue_uu}s}qlu )S)S\
G384
Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat,tetapi
kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malikat — malaikat, kitab —
kitab, dan nabi — nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim,
orang — orang miskin, orang — orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta—minta, dan
untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang
— orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang — orang yang sabar apabila dalam
kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang — orang yang
benar, dan mereka itulah orang — orang yang bertakwa”. (QS. Al-Bagarah :177).

Penjelasan ayat ini tanda tanda kebajikan bukan lah perbuatan yang hanya sekedar
menampakkan wajahnya dimana mana. Tetapi kebajikan itu adalah perbuatan yang beriman
kepada Allah SWT seperti halnya rukun iman, serta perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain
dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang membutuhkan.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan selama masih belum adanya Undang-
Undang yang dengan tegas melarang adanya bank konvensional maka penerimaan dana non hal
itu boleh. Dengan syarat dan ketentuan bahwa dana halal yang diterima haruslah melalui bank
syariah atau bank yang memaknai tentang hakikat syariah islam. Dalam pengelolaan dana
tersebut juga wajib disalurkan untuk kepentingan umum atau untuk kebajikan bagi orang
banyak. Sehingga menjadi maslahat bagi banyak insan.

D. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah satu dan rumusan masalah
dua yang sudah dijelaskan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam 2 poin yaitu:

1. Baznas Kota Bandung dalam hal pengelolaan dana non halal belum sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan
akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana
non halal, sedangkan untuk BAZNAS Kota Bandung sendiri hanya mengungkapkan
penerimaan dan penyaluran dana zakat, infag/sedekah saja, bahkan untuk pengungkapan
dana non halalnya belum dilakukan secara terpisah. Dalam Tinjauan ekonomi syari’ah
bahwa pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung
seharusnya sudah dapat dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.

2. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana
Non Halal dalam perspektif Islam di Baznas Kota Bandung diperbolehkan dengan
ketentuan dana tersebut harus disalurkan untuk kepentingan umum. Proses penerimaan

Sharia Economic Law



50 | Fuaf Malik Al Fagih, et al.

dana non halal dilakukan dengan syarat bank yang digunakan tidak boleh berasal dari
bank konvensional, sejauh ini Bank yang digunakan untuk bertransaksi yaitu melalui
Bank Muamalat, Bank BNI Syariah atau Bank lain yang berlandaskan prinsip syariah.
Hal ini dikarenakan Baznas Kota Bandung dengan tegas tidak melakukan bentuk
kerjasama dengan Bank Konvensional manapun dalam penerimaan dana zakat dari
muzakKki.
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